
PE"N-9.+.plsN rATA USAHA NEGARA JAKARTAJL. pEMUDA NoMoR 66 RAWAMANGUN puLooeourrc lnxairi irr,itli 
. .

TELP. 4805256. FAX. 4803856.
WEBSIE : ,/yww.pruniakarta.oo. id

1.

2.

3.

4.

6.
7.

8.

10.

11.

l\4enimbang

lVengingat

l\,4enetapkan

Pertama

Kedua

Keempat

KEPUTUSAN KETUAPENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR: W2.TUN.l/ ?g lPs.ouu2o21

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWIIIG SYSTEIIII
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

'- a Eahwa datam rangka mewJjudkan keubawaan dan martabal@mbaga peraoihn dan uDava
mencegah pelanggaran serla unruk meningka <an peay"nan p"ja ,"ryu,rrr"i finiinkeadibn, maka pertu disusun pedoman penanganan pengadLran (Whisueblowtno S;rem) {i,
Lingkungan Pongadilan Tata Usaha Negara Jaka(a .

b Bahwa unluk mewuluohan pengadilan yang Bersih, dan Bebas dan rcruos Kohrsr
Nepotisme (KKN). maka pertu disusun pedoman penanganan oenqaduan {whisdebtowino
Sislem)d Lngkungan pengadrtan Tata Usaha Negara Jikarla .

Uldang-Undang Nomor 3 TahJn 2009 tenlang perubahan Kedua alas Ljndang-Undarg
Nomor l4 Tahur 1985 (entang luankamah AgLng Repubtik tndonesra ;

Undang-Undang Nomor 5t TahJn 2009 lentang perubahan Kedua alas Undano.lJnoano
Nomor 5 Tahun 1986lentang Perad;lan Tata usaha Negara ;

lJndang'Undang Nomor 2STahun 2009 tentang petayanan pubtik;
Undang'undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang Keterbukaan tnformasi pubtik 

;
Undang-Undrng Nomor 2S Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (XKN);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
Kepulusan Ketua ll,lahkamah Agung Republik tndonesia Nomor 026iKlVA/SKlt/20j2
lentang Slandar Pelayanan Peradilan ;

Keputusan Kelua [.4ahkamah Agung Repubtik tndonesia Nomor: l-144lKtVflSM/2011,
lenlang Pedoman Pelayanan lnformasidi Pengadilan ;

Peraturan lllahkamah Agung Republik lndonesia Nomor I Tahun 2016 tentang pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di fi4ahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya;
Pemtu[an i,{enteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman

Evaluasi Kineia Penyelenggara Pelayanan Publik ;
Pe@luran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birck[asiRl Nomor 15
Tahun 2014 tenlang Pedoman Slandar Pelayanan i

I',lEI.lI'TUSKAN

I\,{enetapkan pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan
Pengadilan Tata lJsaha NegaraJakada sebagaimana tercantum dalam larnpiran Keputusan
ini ;

Pedoman penanganan pengaduan (Whisteblowing Syslem) sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 PeraluEn Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2016 meniadi
kerangka acuan bagi pejabal dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarla untuk
mengenal, mencegah dan mengalasai Whistleblowing Syslem sebagaimana tugas dan
fungsinya ;

Alasan langsung pejabat atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan lerhadap
pedoman penanganan pengaduan (Whisteblowing Syslem) di Lingkungan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarla ;

Keputusan ini benaku sejak tanggal ditelapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki seperlunya ;

Ditetapkan di
Pada Tanqqal 0S Januari2021.

: Jakarta,

KETUA,

IRHAMT SH,

NrP. 19650223',198603 1 004.
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LAII,IPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGAR,A JAKARTA
NOMOR :W2.TUN.1I lB /PS.00/U2021

TANGGAL i os JANUAR|2021,

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

A. Pendahuluan
'1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta serta dalam rangka menciplakan lingkungan kerja yang beBi, bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme serta mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya

mencegah pelanggran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,

pedu disusun pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Peraturan [,4ahkamah Agung Republik lndonesia

Nomor I Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syslem) di

lllahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

2. Tujuan

Untuk merespon pengaduan baik dari masyarakat pencari keadilan, instansi lain, media massa,

maupun dari intemal Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu sendiri, agar Pengadilan Tata

L.Jsaha Negara Jakarta berwibawa, dan tetap terlaga kepercayaan masyarakat tehadap Lembaga

Peradilan.

3. Pengertian

Whistleblowing System adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya

penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat

pengadilan yang informasinya berasal dad masyarakat pencari keadilan, instansi lain, media

massa, maupun dariinternal Pengadilan, serta sumbeFsumber lain yang relevan.

B. Penanganan Whistleblowing System di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
'1. Pengaduan secara lisan.

a. Pelapor datang menghadap sendiri kemeja pengaduan dengan menuniukkan identilas diri dan

meneima bukti-bukti awal pengaduan.

b. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan pengaduan kedalam aplikasi SIWAS

Mahkamah Agung Republik lndonesia (Whistleblowing Syslem).
c. Petugas Meja Pengaduan memberi user name dan passvrord.

2. Pengaduan secara tertulis

a. Memberikan ldentitas pelapor dan lerlapor secara jelas.

b. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan bukti, waktu dan lempat kejadian
dan alasan penyampaian pengaduan.

c. Menyerahkan buktjatau kelerangan yang dapat mendukung pengaduan.

3. Secara Elektronik

Pelapor melaporkan melalui email khusus, SMS, Faksjmile Pengadilan Tata Usaha Negaraa

Jakarta.

b. lllenyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan



C. Upaya dan Evaluasi

Menjaga kerahasiaan identitas pelapordan materipelaporan lermasuk surat meyuratdan berkas
penanganan pengaduan sampai dengan adanya keputusan terbukti atau tidaknya sualu
pengaduan sebagai upaya perlindungan terhadap pelapor

2. Agar pelaksanaan penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta berjalan dengan baik, maka perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk

menjaga agar tetap efektif, efisien dan relevan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanqoal :os Januari202'1.

KETUA,

IRHAMTO, SH.

NrP. 19650223 198603 't 004.


